
Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 57   1 

 

 

 

 

 

BUPATI SIKKA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIKKA  

NOMOR  57  TAHUN  2021 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIKKA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 

ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimna telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional dan Penyebaran Corona 

Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta 

Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019       

Nomor 1447); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

249); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi 

Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926) ; 

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.07/2021 tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman 

Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman 

Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional; 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan Daerah 

Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 

7); 

 

  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  

KABUPATEN  SIKKA  TAHUN ANGGARAN  2022. 

 

Pasal  1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:  

a. pendapatan Daerah Rp. 1.183.365.000.000,00 

b. belanja Daerah Rp. 1.366.228.500.000,00 

 defisit Rp.  (182.863.500.000,00) 

c. pembiayaan Daerah   

 1. penerimaan Rp. 211.926.119.534,00 
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2. pengeluaran Rp. 29.062.619.534,00 

 pembiayaan netto Rp. 182.863.500.000,00 

sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0,00 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. pendapatan Asli Daerah Rp. 101.122.764.425,00 

. b. pendapatan Transfer Rp. 1.034.709.865.575,00 

 c. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 47.532.370.000,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a terdiri dari: 

 a. pajak Daerah Rp. 34.847.445.100,00 

 b. retribusi Daerah  Rp. 16.538.283.103,00 

 c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.694.036.222,00 

 d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 47.043.000.000,00 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf b terdiri dari: 

 a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp. 1.000.478.803.000,00 

 b. pendapatan transfer antar daerah Rp. 34.231.062.575,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf c terdiri dari: 

 a. pendapatan Hibah Rp. 0,00 

  b. dana darurat Rp. 0,00 

 c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan Rp. 47.532.370.000,00 
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Pasal  3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. belanja Operasi Rp. 875.946.827.591,00 

 b. belanja Modal Rp. 272.058.733.170,00 

 c. belanja Tidak Terduga Rp. 12.016.232.239,00 

 d. belanja Transfer Rp. 206.206.707.000,00 

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a terdiri dari: 

 a. belanja Pegawai Rp. 510.777.038.686,00 

 b. belanja Barang dan Jasa Rp. 343.694.290.855,00 

 c. belanja Bunga Rp. 13.572.091.993,00 

 d. belanja Subsidi Rp. 0,00 

 e. Belanja Hibah Rp. 6.600.406.057,00 

 f. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.303.000.000,00 

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf b terdiri dari: 

 a. belanja Modal Tanah Rp. 3.005.950.500,00 

 b. belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 63.088.244.327,00 

 c. belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp. 69.600.836.789,00 

 d. belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 135.435.881.554,00 

 e. belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 927.820.000,00 

 f. belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 0,00 

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf c terdiri dari : 

 belanja tidak terduga Rp. 12.016.232.239,00 

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf d terdiri dari: 

 a. belanja bagi hasil Rp. 3.327.000.000,00 

 b. belanja bantuan keuangan Rp. 202.879.707.000,00 
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Pasal  4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 211.926.119.534,00 

 b. pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 29.062.619.534,00 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 

 a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 49.735.009.784,00 

 

 

b. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

c. penerimaan pinjaman daerah 

Rp. 

Rp. 

0,00 

162.191.109.750,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 

 a. pembentukan dana cadangan Rp. 15.000.000.000,00 

 b. penyertaan modal daerah Rp. 11.500.000.000,00 

 c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 2.562.619.534,00 

 

Pasal  5 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 

a.  lampiran   I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b.  lampiran   II :   Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

c.  lampiran   III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; dan 

d.  lampiran   IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial. 

 

Pasal  6 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal  7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Sikka. 

 

Ditetapkan di  Maumere 

pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI SIKKA, 

CAP,TTD. 

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO 

Diundangkan di Maumere 

pada tanggal 31 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, 

CAP,TTD. 

ADRIANUS FIRMINUS PARERA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 57 

  

Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, 

 

 

M A D E R L U N G 

 


